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Skripal 51 oleh Yulta Devi Astuti, Pembimbing 1: Linda Elmis, S.H., M. Hum. Pembimbingll: Khairanl, S.H., ML.H,

ABSTRAK

Hubungan industrial merupakan hubungan yang terbentuk antara perd pelaku dalam produksi barang/jasa yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekerjwburuh, yang didasarkan pada nilai-niai Pancasila dan UUID 1945 Perselisihan ini dapai
diselesaikan secara letigasi mavpun sccara non-letigasi dimana diatur berdasarkan UL, Na, 2 Tahun 2004 tentang
Perselisihan Hubungan Industrial Namun, pada kenyataanya terdapal pertentangan antar prosedur atau hal-hal yangz
harus  diberlakukan dalam pengadilan Hubungan Industrial dengan pelaksanaannya pada Peradilan tersebut, Adapun
perumusan masalah yang diutarakan pada penelit an ini yakni:a Jenis perselisihan hubungan industrial apa yang paling
banyek diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, b, Bagaimana proses
Penyelesaian Persclisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Megeri
Padang, ¢. Lebih efekt!fah Penyelesainn Persclisihan Hebungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan tndustrial
pada Pengadilan Neger Padang, Bentuk metode yang saya lakukan adilah metode penelitian yuridis sosiologis,
Teknik pengumpulan databahan hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu dengan
mengumpulkan data yang didapat langsung dari masyarakat melalui wawancars pengamatan langsung pada |
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Hasil yang didspat adalah Jenis Perselis han |
Hubungan Industrial yang paling banyak terjadi pada perusahasn di Kota Padang dan sekitarmya adalah masalah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh karyawan maupun buruh yang hekerja pada perusahasn Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahsan swasts, Prosedur penyclesaian perselisihan hubungan injuserial
berdesarkan UU No. 2 Tahun 2044 adalah gugntan digjukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja Gugatan harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediesi
atall konsiliasi Pengadilan Hubungan Industrial terhukti efektil dan mampu dalam menangani masalah perselisihan
hubungan industrial dengan cepatadil dan mursh baik itu perselisihan secara pererngan maupun sccara kolektif,
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BABT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pola operasional untuk menjalankan perusahaan dibutuhkan
sumber daya manusia vang dapat mendukung aktivitas tersebut vaitu tenaga kerja
dalam rangka mengelola unsur-unsur dalam ruang lingkup manajemen perusahaan
dalam hal ini menyangkut visi dan misi vang telah ditetapkan schingga tercapai
tujuan yang dicita-cita kan. Pencapaian tujuan vang dimaksud adalah untuk
mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besamya demi kemajuan perusahaan,
kesejahteraan bersama serta terpelihara cksistensi perusahaan dengan kinerja dan
produktivitas vang baik.

Upaya pengoperasian  melibatkan  beberapa  pihak  internal  yang
mengorganisasi perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia vang ada.
vang menempatkan pekerja sebagai pihak vang selalu dapat diatur maka disebut
sehagai hubungan industrial. Namun tidak sekedar itu saja industrial juga meliputi
fenomena baik di dalam maupun di luar tempat kerja vang berkaitan dengan
penempatan dan pengaturan hubungan kerja.' Seperti halnva vang tercantum
dalam Undang-lUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal | avat
(16) vang berisi bahwa “ Hubungan Industrial adalah suatu sistern hubungan vang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang

werdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada

Lalu Husni, Pemvelesaian Perselisihan Hubungan industrial Melalui | ‘crgaditan dan Difwar
Fenpadilan. Cet. 1, RajaGratindo Persada, 2004, him. 16,




nilai-nilai Pancasila dan Undang-lIndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, © Pada dasarnya vang dimaksud dengan hubungan kerja adalah
hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja / buruh, vang terjadi sctelah
diadakannva perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan dimana buruh
menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah
dan dimana majikan manyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh
dengan membayar upah. maka perjanjian vang demikian disebut perjanjian kerja.’
Dalam lapangan hukum. dikenal berbagai macam peraturan-peraturan
hukum wvang salah satu diantaranya adalah hukum Perburuhan. Hukum
perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak. vang
berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah. Tentang tujuan diadakan hukum perburuhan Imam Soepomo
mengatakan scbhagai berikut:
a. mewujudkan keadilan sosial.
b. melindungi buruh atau tenaga kerja terhadap kekuasaan vag tidak terbatas
dari pengusaha.’
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penvelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial bahwa vang dimaksud dengan perselisihan
fubungan industrial adalah perbedaan pendapat vang mengakibatkan pertentangan

antara pengusaha dengan buruh atau serikat pekerja karena adanva perselisihan

1 adang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayan 1. Ketenagakerioan, Surabaya, Media
Cemter, 2007, him; 1t

=0 sublandini Gultom. Aspek Hukum Hubungan ndustrial. Jakarta, Heeea Mitra |ltame, 20035,
= 90,

* im=m Soepomo, Hukum Perfaruhan. § Inedanz-undang dan Peraturan-peraturan. Jakaria,
Ssembestan 1972, hlm. 6.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

L

bt

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang paling banyak terjadi pada
perusahaan di Kota Padang dan sekitarnva adalah masalah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh karvawan maupun buruh vang
bekerja pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun
perusahaan swasta. Masalah Pemutusan Hubungan Kerja vang masuk ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang berjumlah +
30 kasus per tahun. Sedangkan. masalah perselisihan kepentingan, perselisihan
hak dan perselisihan antar scrikat pekerja sangat jarang masuk. Bahkan,
masalah perselisihan kepentingan hanya 1 kasus vang baru masuk dalam kurun
waktu 4 {empat) tahun berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial di kota

Padang.

- Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki proses vang

berbeda dengan proses Penvelesaian Perselisihan Perburuhan vakni dalam
ketentuan UU PPHI dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Padang berdasarkan /U PPHI meliputi: dimana gugatan perselisihan
hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang
dacrah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pengajuan gugatan
dimaksud harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atay

konsoliasi. Syarat-Syarat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada
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